
SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANQ

PENDAFTARANUSAHA PARIWISATA

DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam
menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha, penyediaan
informasi pariwisata kepada masyarakat dan dalam rangka
melakukan pembinaan terhadap usaha pariwisata, maka
perlu dilakukan pendaftaran usaha pariwisata;

b. bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, disebutkan untuk
dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha
wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Mengingat



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lemabaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor );

9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Jasa Peijalanan Wisata;

10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Penyediaan Akomodasi;

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
USaha Kawasan Pariwisata;

13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Jasa Transportasi Wisata;

14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Daya TarikWisata;

15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Jasa Pramuwisata;

17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.93/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Jasa PenyelenggaraanPertemuan, Peijalanan
Insentif, Konferensi dan Pameran;

18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Jasa Informasi Pariwisata;



20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Wisata Tirta;

21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha SPA;

22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARANUSAHA
PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kertanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pel^sanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan otonom.

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Satuan Keija Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
SKPDadalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
selaku pengguna anggaran.

5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya
disebut BP2T adalah Perangkat Daerah unsur pembantu
Bupati yang diberikan kewenangan dalam hal
pendaftaran usaha pariwisata.

6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya
disingkat Dinas adalah satuan keija perangkat daerah
yang membidangi urusan kebudayaan dan pariwisata.

7. Camat adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah
tingkat kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan
barang danatau jasa bagi pemenuhan kebutuhan
wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

9. Pengusaha adalah pengusaha pariwisata perseorangan,
badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan
usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan
usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk
pramuwisata perseorangan.



10. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya
tank wisata alam, daya tarik wisata budaya, danatau
daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

11. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan
danatau pengelolaan kawasan untuk memenuhi
kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-
undangan.

12. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan
angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata
bukan angkutan transportasi reguler/umum.

13. Usaha jasa peijalanan wisata adalah usaha
penyelenggaraan biro peijalanan wisata, cabang biro
peijalanan agen penjualan wisata, dan gerai jual/sales
counter.

14. Usaha jasa makanan dan minum adalah usaha
penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi
dengan peralatan perlengkapan untuk proses
pembuatan, pen3dmpanan, danatau penyajiannya.

15. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan
pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat
dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

16. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
adalah us^a penyelenggaraan kegiatan berupa usaha
seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, panti
pijat,dan Jasa Impresariat/Promoter serta kegiatan
hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk
pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta
dan spa.

17. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, peijalanan
insentif, konferensi, dan pameran adalah us^a dalam
rangka pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok
orang, penyelenggaraan peijalanan bagi karyawan dan
mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta
penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan
informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang
berskala nasional, regional, dan intemasional.

18. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha
penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil
penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan
dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

19. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha
penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi
kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian,
dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

20. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan
atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk
memenuhi kebutuhan wisatawan danatau kebutuhan

biro peijalanan wisata.

21. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata
dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan
prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara
komersial di sungai, danau, dan waduk.



22. Usaha solus per aqua yang selanjutnya disebut spa
adalah usaha perawatan yang memberikan layanan
dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat,
rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan
olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa
dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan
budaya Bangsa Indonesia.

23. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan
danatau badan usaha perorangan yang memenuhi
kriteria Usaha Mikro.

24. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil.

25. Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh BP2T yang berisi data dan informasi
mengenai rencana mendirikan usaha pariwisata dan atau
penyelenggaraan usaha pariwisata.

26. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses tanda daftar
usaha pariwisata.

27. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata yang
selanjutnya disingkat TDSUP adalah dokumen resmi
yang diterbitkan oleh BP2T sebagai bukti bahwa rencana
mendirikan usaha yang bersangkutan telah dicatat dalam
Daftar Usaha Pariwisata.

28. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya
disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diterbitkan
oleh BP2T sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan
telah dicatat dalam Daftar Usaha Pariwisata dan dapat
menyelenggarakan kegiatan usaha.

29. Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah

dokumen resmi yang diterbitkan oleh BP2T sebagai
penggantian Izin Tetap Usaha Pariwisata yang
selanjutnya disingkat ITUP menjadi TDUP.

30. Her-Registrasi Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi
yang diterbitkan oleh BP2T sebagai bukti bahwa usaha
yang bersangkutan telah dan masih menjalankan
kegiatan usaha pariwisata.

31. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer yang selanjutnya
disingkat TDPT adalah dokumen resmi yang
membuktikan bahwa pengusaha pariwisata telah dapat
menyelenggarakan pertunjukan yang sifatnya temporer.

32. Pembekuan Sementara Usaha Pariwisata adalah

dokumen resmi yang menyatakan menghentikan
sementara kegiatan usaha pariwisata.

33. Pengaktifan kembali Usaha Pariwisata adalah dokumen
resmi yang menyatakan bahwa pengusaha pariwisata
dapat menyelenggarakan kembali kegiatan usaha.



34. Pembatalan Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi
yang menyatakan mencabut/membatalkan TDUP yang
telah diberikan dan menghentikan kegiatan usaha.

35. Laporan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat LKU
adalah dokumen yang berisi mengenai pelaksanaan
kegiatan usaha pariwisata dalam kurun waktu tertentu.

36. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,
keterampilan dan perilaku yang hams dimiliki, dihayati
dan dikuasai oleh pekeija pariwisata untuk
mengembangkan profesion^itas keija.

37. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada
usaha dan pekeija pariwisata untuk mendukung
peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan
pengelolaan kepariwisataan.

38. Standardisasi adalah seperangkat fasilitas yang hams
dimiliki/disediakan untuk mendukung kegiatan usaha
pariwisata dalam peningkatan mutu produk, pelayanan
dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan
pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan
pelayanan pendaftaran us^a dan bagi masyarakat dalam
menyelenggarakan usaha pariwisata.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
usaha pariwisata;

b. mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan

c. menyediakan sumber informasi mengenai
penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB III

USAHA PARIWISATA

Pasal 3

Usaha pariwisata meliputi beberapa:

a. bidang daya tarik wisata terdiri dari:

1. pengelolaan pemandian alam/buatan;

2. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala,
bempa keraton, prasasti, petilasan dan bangunan
kuno;

3. pengelolaan museum;

4. pengelolaan pemukiman dan atau lingkungan adat;

5. pengelolaan festival adat; dan

6. pengelolaan objek ziarah.



b. bidang kawasan pariwisata.

c. bidang jasa transportasi wisata, terdiri dari:

1. angkutan jalan wisata

2. angkutan sungai dan danau wisata;

d. bidang jasa peijalanan wisata, terdiri dari:

1. biro peijalanan wisata;

2. cabang biro peijalanan wisata;

3. agen peijalanan wisata; dan

4.geraijual / sales counter.

e. bidang jasa makanan dan minuman, terdiri dari:

1. restoran/ cafe;

2. rumah makan;

3. bar (rumah minum);

4. kedai kopi ( coffee house);

5. pusat penjualan makanan (food court);dan

6. jasa boga (catering);

7. bakery;

8. restoran bergerak (mobile restaurant),dan

9. restoran terapung.

f. bidang penyediaan akomodasi, terdiri dari:

1. hotel bintang;

2. hotel non bintang;

3. resort wisata;

4. motel;

5. hunian wisata (service apartement);

6. hotel terapung;

7. wisma;

8. pondok wisata (cottage);

9. bumi perkemahan; dan

10. villa.

g. bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi,
terdiri dari:

1. gelanggang olahraga terdiri dari sub jenis;

a) lapangan golf;

b) bola sodok (biliard);

c) bola volley;

d) bola basket;

e) bulu tangkis;



f) futsal'y

g) lapangan tenis;

h) gelanggang bola gelinding [bowling);

i) gelanggang renang;

j) pusat olah raga (sport centre);

k) pusat kesegaran jasmani;

1) seluncur; dan

m) kolam pemancingan.

2. gelanggang seni terdiri dari;

a) bioskop;

b) sanggar seni;

c) galeri seni; dan

d) gedung pertunjukan seni.

3. arena permainan terdiri dari

a) permainan ketangkasan (permainan
manual/mekanik/elektronik) untuk orang dewasa;
dan

b) sarana rekreasi keluarga (permainan
manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak
dan/atau keluarga.

4. taman rekreasi terdiri dari;

a) taman margasatwa;

b) taman rekreasi dan

c) taman bertema.

5. pangkas rambut atau barbershop;

6. hiburan malam;

7. karaoke;

8. panti pijat terdiri dari sub jenis;

a) griya pijat; dan

b) panti mandi uap / betimung.

9. jasaimpresanat/promotor.

10. pertunjukan temporer.

h. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, peijalanan
insentif, konferensi, dan pameran terdiri dari;

1.jasa penyelengaraan pertemuan, peijalanan, insentif,
konferensi dan pamer (mice);

2. jasa fasilitas theater,



3. jasa fasilitas konvensi dan pameran; dan

4. jasa ruang pertemuan eksekutif.

i. usaha jasa informasi pariwisata;

j. usaha jasa konsultan pariwisata;

k. usaha jasa pramuwisata;

1. usaha wisata tirta, terdiri dari :

1. wisata bahari, ( wisata kapal tradisional); dan

2. wisata sungai, danau dan waduk, (wisata
dayung/arung jeratn).

m. usaha spa.

BAB IV

PERMODALAN DAN BENTUK USAHA

Pasal 4

Permodalan dan bentuk usaha pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

a. seluruh modal yang dimilki oleh warga Negara Indonesia
dapat berbentuk badan usaha atau perseorangan sesuai
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

b. modal patungan antara warga Negara Indonesia dan warga
negara asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dan

c. seluruh modal yang dimiliki warga negara asing dalam
bentuk Penanaman Modal Asing harus berbentuk badan
usaha/Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku.

BABY

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 5

(1) Setiap orang atau badan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 yang akan menyelenggarakan usaha
pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
memiliki TDUP.

(2) Untuk memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) penyelenggara usaha wajib mengajukan permohonan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini,

(3) Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan secara tertulis kepada BP2T atau Camat.



Pasal 6

(1) Tahapan permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalain
Pasal 5 meliputi:

a. pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata;

b. pemeriksaan berkas permohonan usaha pariwisata;

c. pemeriksaan lapangan;

d. pencatatan dan pencantuman ke dalam Daftar Usaha
Pariwisata; dan

e. penerbitan Tanda Daftar, yang meliputi:

1. Sementara Usaha Pariwisata;

2. Usaha Pariwisata;

3. Her-registrasi Usaha Pariwisata; dan

4. Penyesuaian/Pemutakhiran Usaha Pariwisata.

(2) Dalam hal pemeriksaan berkas permohonan usaha
pariwisata dan pemeriksaan lapangan, BP2T dibantu oleh
Tim teknis dari SKPD teknis terkait yang ditetapkan dengan
Surat Keputusan.

Pasal 7

(1) Seluruh tahapan pendaftaran TDUP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

(2) Bentuk Permohonan dan Isi TDUP seperti format terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
ini.

Bagian Kesatu
Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata

Pasal 8

(1) Setiap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 yang memerlukan bangunan baru wajib
memperoleh TDSUP.

(2) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun
berikutnya.

(3) TDSUP sebagaimana tersebut pada ayat (1) hanya
dipergunakan sebagai dasar untuk mengurus Surat Izin
Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L),
Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin
Mendirikan Bangunan (1MB), dokumen Analisis Dampak
Lingkungan (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan
(UPL), Usaha Kelola Lingkungan (UKL), Izin Undang-Undang
Gangguan (HO) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

(4) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun
dan bukan merupakan dokumen untuk penyelenggaraan
usaha pariwisata.



Pasal 9

(1) Permohonan TDSUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
yang diajukan melalui loket pelayanan pendaftaran dengan
melampirkan dokumen yang dilegalisir oleh instansi terkait,
yaitu:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemimpin
Perusahaan / Pemilik;

b. fotokopi akte pendirian badan usaha yang sesuai;

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

d. bukti status tempat usaha yang bebas dari sengketa
hukum;

e. proposal rencana mendirikan/membangun usaha
pariwisata; dan

f. surat pemyataan mengenai kebenaran, keabsahan
berkas permohonan di atas materai yang cukup yang
ditandatangani oleh Pemimpin Perusahaan/pemilik.

(2) Dokumen permohonan yang lengkap, kepada pemohon
diberikan tanda terima dan diproses lebih lanjut.

(3) Dokumen permohonan yang tidak lengkap dikembalikan
kepada pemohon dan diberikan surat keterangan
kekurangan dokumen.

Pasal 10

Terhadap permohonan TDSUP yang diajukan melalui website,
pemohon harus mengisi aplikasi pendaftaran usaha pariwisata
dengan lengkap dan benar.

Pasal 11

(1) Terhadap dokumen permohonan pendaftaran yang lengkap,
BP2T bersama Tim Teknis melakukan pemeriksaan
dokumen pendaftaran.

(2) Dalam proses pemeriksaan dokumen pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib
memperlihatkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi
yang dilegalisir oleh instansi terkait paling lambat 1 (satu)
hari setelah permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap.

(3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Tim Teknis.

(4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) belum lengkap, benar dan sah, BP2T
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling
lambat 1 (satu) hari keija.

(5) Apabila BP2T tidak memberitahukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), maka permohonan dianggap
lengkap, benar, sah dan harus diperoses lebih lanjut.


















































